




Lingkungan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi; 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 Ten tang Pedoman Pengelolaan

Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa,Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 Ten tang Sistem Klasifikasi

Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan

Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Jadwal Retensi Arsip di

Lingkungan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi;

E. Isi Edaran

1. Seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional dan para pegawai di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi wajib menggunakan aplikasi SRIKANDI melalui

tautan https:/ /srikandi.arsip.go.id mulai berlaku pada 1 Juni 2022;

2. Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada angka 1

merupakan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pembuatan surat

menyurat dan arsip elektronik secara online serta terintegrasi dan

berlaku secara nasional.

3. Aplikasi SRIKANDI memuat:

a. pembuatan naskah dinas meliputi:

1) surat perintah,

2) surat tugas,

3) naskah korespondensi internal, dan



4) naskah korespondensi ekstemal;

b. proses penandatanganan naskah dinas meliputi:

1) keputusan yang ditandatangani oleh Menteri atau 

pimpinan unit kerja eselon I;

2) surat edaran, surat perintah;

3) surat tugas;

4) naskah korespondensi internal;

5) naskah korespondensi ekstemal; dan

6) naskah dinas khusus (surat kuasa, surat keterangan, 

surat pengantar, dan pengumuman);

c. penerimaan surat masuk ekstemal dilakukan oleh masing -

masing pencatat surat pada unit kerja Eselon 1 kementerian;

d. Pemberkasan Arsip elektronik terhadap setiap arsip yang 

tercipta serta arsip mandiri.

e. tutup berkas apabila kriteria penutupan berkas telah 

terpenuhi.

4. Tata cara penggunaan aplikasi SRIKANDI diatur dengan standar

opersional prosedur yang disahkan oleh Kepala Biro Umum dan

Layanan Pengadaan.

5. Penerapan aplikasi SRIKANDI oleh pejabat atau pegawru

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. menetapkan administrator SRIKANDI untuk tingkat Menteri,

unit kerja eselon I, dan unit kerja eselon II.

b. administrator SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada huruf a,

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

c. Biro Umum dan Layanan Pengadaan melakukan input data

akun administrator dalam SRIKANDI sesuai dengan Keputusan

Menteri mengenai penetapan administrator sebagaimana

dimaksud pada huruf b.

d. Biro Umum dan Layanan Pengadaan selaku Unit Kearsipan

melakukan input data pada akun admin dalam SRIKANDI yang

terdiri atas:
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1) Membuat klasifikasi arsip yang terintegrasi dengan Sistem 

Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip dan Jadwal 

Retensi Arsip (JRA) Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

2) Membuat template naskah dinas berdasarkan Tata Naskah 

Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi;

3) Membuat master referensi yang terdiri dari: jenis naskah, 

sifat naskah, tingkat urgensi, dan instruksi disposisi

e. Administrator eselon II melakukan input data pada akun admin

dalam SRIKANDI meliputi pengguna pada unit kerja eselon II
. .

mas1ng-masrng.

f. seluruh pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi wajib untuk:

1) menggunakan SRIKANDI dalam proses administrasi

naskah dinas dan dokumen resmi lainnya.

2) melakukan registrasi surat masuk dalam aplikasi

SRIKANDI untuk selanjutnya diteruskan melalui disposisi

pimpinan secara berjenjang melalui tau tan

https: / / srikandi.arsip.go.id/ dengan memperhatikan:

a) data penandatanganan, merupakan daftar pejabat

yang menandatangani naskah dinas atau dokumen

resmi lainnya;

b) data verifikator, merupakan daftar pejabat yang

melakukan verifikasi/koreksi / perbaikan dan

persetujuan atas naskah dinas atau dokumen resmi

lainnya yang diciptakan oleh konseptor sebelum

dokumen tersebut ditandatangani; dan

c) data tujuan, merupakan daftar pejabat yang menjadi

tujuan dikirimnya naskah dinas atau dokumen resmi

lainnya yang diciptakan melalui aplikasi umum

bidang kearsipan.






